BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Faktor keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah peran pegawai negeri sipil sebagai aparatur pemerintah. Faktor sumber daya manusia masih sangat diperlukan, dalam hal ini adalah aparatur pemerintah meskipun perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di zaman sekarang, dikarenakan secanggih apapun teknologinya tidak akan bisa berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan sumber daya manusia yang benar-benar memadai. Aparatur pemerintah merupakan faktor penting terciptanya pemerintahan yang sesuai dengan peraturan dan sebagai otak pelaksana pembangunan nasional yang berkaitan langsung dengan tujuan dan cita-cita nasional. Dalam mencapai hal-hal tersebut diperlukan kesetiaan dan ketaatan aparatur pemerintah yang menjadi abdi masyarakat terhadap Pancasila, UUD 1945, Masyarakat serta bertanggungjawab serta ikhlas terhadap tugasnya.
Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam penjelasan umum menyatakan bahwa aparatur sipil negara diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Publik atau masyarakat menjadi prioritas utama bagi aparatur pemerintah dengan memberikan pelayanan atas administrasi, barang dan jasa serta bentuk pelayanan lainnya. Fungsi lain dari aparatur pemerintah adalah tentu saja menjalankan roda pemerintahan agar tetap berjalan baik secara eksternal maupun di internal aparatur pemerintah seperti pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Selain itu juga perlu menjadi ujung tombak dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang ditujukan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Sekretariat Daerah adalah organisasi pemerintahan yang perannya cukup vital dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah melaksanakan tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, terdapat 7 bagian sektor yang memegang peran dan fungsinya masing – masing. Pada kali ini, peneliti melihat adanya Budaya Kerja yang masih belum optimal di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Perumusan mengenai Budaya Kerja ini merupakan cangkupan wilayah kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang penataan kelembagaan dan an5lisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Dalam Bagian Organisasi terdapat tiga subbagian yaitu, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dan Kelembagaan dan Analisa Jabatan. 
Bagian Organisasi menjadi ujung tombak dalam peningkatan nilai budaya kerja pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon karena memang mempunyai sub bagian kepegawaian dan kinerja aparatur, oleh karena itu, nilai-nilai budaya kerja yang sudah ada akan terus dikuatkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon melalui bagian organisasi dan kepegawaian terkhusus subbagian kepegawaian dan kinerja aparatur. 
Berbicara tentang budaya kerja berarti berbicara tentang pedoman yang berisi tentang aturan-aturan yang terkait dengan kerja yang kemudian diimplementasikan di dalam kehidupan nyata dalam pekerjaan sehari-hari yang menghasilkan produk-produk yang relevan dengan tuntutan pekerjaannya. Menurut Mangkunegara (2005:316) Budaya kerja merupakan separangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam perusahaan yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Dari pendapat diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa budaya kerja sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku, dan merupakan seperangkat pengetahuan yang built in di dalam individu manusia yang dengannya manusia bertindak atau berperilaku di dalam dunia kerja. Budaya kerja tersebut sudah menjadi bagian di dalam kehidupan seseorang sehingga tanpa pengawasan pun seseorang pasti akan melakukannya sebagaimana pedomannya tersebut. Budaya kerja yang baik di suatu organisasi tidak terlepas dari peran seorang pemimpin dan gaya kepemimpinannya. Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan artinya apabila kepemimpinan semakin baik, maka budaya kerja akan meningkat. 
Menurut Stoner (1996:161) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktifitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Seorang pemimpin harus bisa memobilisasi organisasi agar mencapai visi yang telah ditetapkan dan menjadi organisasi yang efektif. Dari pendapat diatas, dapat peneliti simpulkan, bahwa agar seorang pemimpin bisa efektif, masalah – masalah yang berhubungan dengan budaya harus diidentifikasi secara jelas. Kualitas dari pemimpin dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi. Sebagai contoh, salah satu aspek dalam budaya adalah perubahan. Seorang pemimpin harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan (yang tergantung pada budaya) ketika lingkungan berubah dan berkembang. Oleh karena itu peran dari seorang pemimpin sangat diperlukan termasuk dalam hal budaya kerja. Peraturan Bupati Cirebon     No. 49 Tahun 2019 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menyatakan bahwa Budaya kerja mencangkup penerapan nilai budaya kerja, nilai – nilai budaya tersebut adalah profesionalisme, religious, empati, santun, tanggap, dan sinergis.
Berkaitan dengan nilai profesionalisme yang dianut, maka berdasarkan pengamatan dari peneliti, kondisi pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon ditemukan permasalahan sebagai berikut :
1. Budaya Kerja yang belum optimal karena masih adanya pegawai yang datang tidak tepat waktu
2. Lambatnya pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi tertunda
Mengingat pentingnya peran dari seorang pemimpin termasuk dalam hal budaya kerja, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Peran Kepala Bagian Organisasi dalam Meningkatkan Budaya Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon”.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam proposal dengan pendekatan kualitatif dirumuskan dalam bentuk : 
1.2.1 Pernyataan masalah (problem statement) 
Pernyataan masalah yaitu inti/akar masalah penelitian yang akan dijawab melalui Hasil Penelitian. Problem statement dalam penelitian ini yaitu “Belum Optimalnya Budaya Kerja yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon”.



1.2.2 Pertanyaan – pertanyaan masalah (problem questions) : 
1. Bagaimana peran kepala bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan budaya kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon?
3. Faktor – faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam meningkatkan budaya kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan budaya kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	1.3.1 Tujuan Penelitian
1. [bookmark: _Hlk138417527]Untuk mengetahui peran Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dalam hal meningkatkan budaya kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui kendala dari penerapan budaya kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. 
4. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang dihadapi bagian organisasi dalam hal meningkatkan budaya kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
 
	1.3.2 Kegunaan Penelitian
1.3.2.1 Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan ikut membantu memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang organisasi dan birokrasi khusunya dalam peningkatan nilai-nilai budaya kerja Aparatur Pemerintah.
1.3.2.2. Kegunaan Praktis
1. Bagi Pemerintah Daerah
Diharapkan dari penelitian ini institusi pemerintah akan mempunyai standar dan kualitas pelayanan yang tinggi jika nilai budaya kerja diupayakan dan ditingkatkan semaksimal mungkin.
2. Bagi Masyarakat
	Masyarakat dapat mengetahui budaya kerja yang baik dan sehat dari pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten tentu saja akan memberikan dampak yang bagus bagi pelayanan terhadap masyarakat. 
3. Bagi Program Studi Administrasi Publik
1. Dapat menjadi sumber refrensi penelitian selanjutnya. 
2. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagaimana penerapan budaya kerja di lingkungan pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon.




